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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini
adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.
158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus inguistik atau Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman
transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem
tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini
sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan
dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan
tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf

latin.
Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
Alif tidak tidak dilambangkan
‘ dilambangkan
Ba B Be
= Ta T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
Jim J Je
c
Ha H ha (dengan titik di
C bawah)
. Kha Kh ka dan ha
-
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan




Dal D De
J
) Zal Z zet (dengan titik di atas)
J
D Ra R Er
D Zai Z Zet
Sin S Es
S
Syin Sy es dan ye
S
U= Sad S es (dengan titik di
bawah)
. Dad D de (dengan titik di
o bawah)
Ta i te (dengan titik di
Ha bawah)
Za Z zet (dengan titik di
L bawah)
‘ain ] koma terbalik (di atas)
c
Gain |G Ge
¢
Fa F Ef
Qaf Q Qi
3
<l Kaf K Ka
Lam L El
J
Mim M Em

Vi




O Nun N En
Wau (W We
3
Huruf Arab | Nama |Huruf Latin Keterangan
Ha H Ha
hamzah |’ Apostrof
Ya Y Ye
&
b. Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal
panjang
= A =3
E I é i = Ai LE‘ =1
=y Ji = Au }i =1

c. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

:u:I.AQSiJA

Ditulis

mar atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:
daad

Ditulis

d. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama

fatimah

dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

vii




W Ditulis rabbana
o Ditulis al-bir

e. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
VAl Ditulis asy-syamsu
da Ditulis ar-rajulu
3 duad) Ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti
terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan
tanda sempang.

Contoh:
Al Ditulis al-qamar
&l Ditulis al-badi’
J3al  Ditulis al-jalil

f. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan.
Akantetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di
akhir kata, hurufhamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof
).
Contoh:
< Ditulis umirtu

&

& o Ditulis syai 'un
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ABSTRAK

KHARIROTUL LU’LU. 2024. KEPASTIAN HUKUM DALAM
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN FINTECH LENDING
SYARIAH DI INDONESIA
Dosen Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, M. S. 1

Fintech lending syariah yang sekarang mengalami
perkembangan di Indonesia nyatanya belum memiliki regulasi yang
mengatur secara rinci untuk operasional penyelenggaraannya.
Ketiadaan regulasi tersebut mengakibatkan munculnya ketidakpastian
hukum dalam operasional penyelenggaraan fintec. Berangkat dari hal
tersebut kemudian peneliti bertujuan untuk menganalisis kepastian
hukum dalam penyelenggaraan fintech lending syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative melalui
pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menganalisis regulasi
hal terkait dan digunakan pula pendekatan perbandingan, yaitu dengan
melakukan studi banding hukum. Guna menerik kesimpulan hasil
penelitian kemudian akan digunakan metode deskriptif deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan
fintech lending syariah di indonesia didasarkan pada beberapa regulasi,
yaitu: POJK Nomor 77 Tahun 2016, POJK Nomor 10 Tahun 2022,
SEOJK Nomor 18 tahun 2018, dan PBI Nomor 19 Tahun 2017. Namun
dalam beberapa regulasi itu belum mengatur secara khusus operasional
fintech syariah. Berdasarkan analisa penulis, regulasi fintech syariah
yang ada belum menjamin asas kepastian hukum dalam
penyelenggaraannya dikarenakan beberapa regulasi yang telah ada
belum ada satupun yang secara khusus ditujukan mengatur operasional
fintech lending syariah, sehingga kepastian hukum penyelenggaraan
fintech lending syariah di indonesia belum dapat di pastikan. Akibat
ketidakpastian hukum tersebut, maka berakibat pada ketidakpastian
pelaksanaan prinsip syariah yang mungkin tidak terpenuhi dalam
operasional fintech syariah juga hal-hal yang kaitannya dengan
perlindungan hukum terhadap nasabah fintech syariah tersebut.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Fintech Lending Syariah, Regulasi
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ABSTRACT

KHARIROTUL LU’LU. 2024. LEGAL CERTAINTY IN THE
FINTECH LENDING SYARIAH MAINTENANCE OPERATION
IN INDONESIA

Skripsi Advisor: Dr. Karimatul Khasanah, M. S. 1

Fintech lending sharia that is currently undergoing
development in Indonesia does not actually have regulations that
regulate in detail for its operational management. The absence of such
regulations has resulted in legal uncertainty in the operation of fintec
maintenance. Starting from that, the researchers aimed to analyze the
legal certainty in the maintenance of fintech lending in Indonesia. This
research is a normative jurisprudence by means of a statue approach,
i.e. by analyzing the regulation of related matters and comparative
approaches, that is, by conducting an appeal study of the law.

The results of the research show that the maintenance of fintech
lending in Indonesia is based on a number of regulations. Regarding
the regulations that form the basis of POJK Number 77 Year 2016,
POJC Number 10 Year 2022, SEOJK number 18 Year 2018, and PBI
Number 19 Year 2017. However, in some regulations it hasn't
specifically regulated the operation of the fintech shariah. According to
the author's analysis, the existing sharia fintech regulations have not
guaranteed the basis of legal certainty in its organization because of
several regulations that have existed there has not been a single
regulation specifically aimed at regulating the operation of fintech
lending shariah, so the legal certainness of maintenance of FinTech
lending Shariah in Indonesia has not yet been assured. Due to the legal
uncertainty in the maintenance of the fintech lending of the Shariah,
then resulted in the uncertain implementation of the principle of the
shariah that may not be met in the operation of the Fintech of
theShariah also matters related to the protection of the law against the
customers of the Fintech.

Keyword: Legal certainty, Financial technology lending sharia,
Regulation
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya suatu teknologi kini sudah menjadi suatu
kebutuhan diberbagai belahan dunia. Dengan adanya teknologi
seluruh aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan
semakin canggih terutama dalam perkembangan teknologi di dunia
layanan keuangan. Salah satu contoh hasil dari perkembangan
teknologi ini ialah munculnya financial technology (fintech). Di
era sekarang bahkan guna melakukan suatu transaksi ekonomi
waktu dan jarak tidak lagi menjadi kendala, serta transaksi
ekonomi dapat dilakukan dengan sentuhan jari menggunakan
teknologi Fintech.!

Fintech sendiri merupakan sebuah perangkat lunak atau
software dengan bentuk aplikasi digital yang digunakan sebagai
layanan jasa keuangan terutama untuk digunakan bagi para pelaku
usaha dibidang jasa keuangan.? Fintech dapat menggantikan
layanan perbankan di masa depan mengingat potensi substitusi,
fintech memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai perantara
bagi investor yang memiliki tantangan struktural dalam memilih
produk keuangan. Inovasi Fintech dalam produk keuangan dapat
menawarkan pilihan baru yang menarik dan inovatif kepada
investor. Beberapa fasilitas yang ditawarkan fintech menarik bagi
calon konsumen.

Financial technology yang telah masuk pada keuangan
konvensional perlahan kini juga mulai merambah kedalam sistem
keuangan dengan berbasis syariah. Melihat mayoritas penduduk di
Indonesia adalah muslim kemudian fintech dihadirkan berbasis
syariah yang selalu memberi kemudahan bagi warga muslim disaat
semua kebutuhan terus meningkat, mobilitas kian cepat serta
berbagai kesibukan yang selalu padat.

Hadirnya perubahan ini berarti menjadikan konsumen harus
lebih memperhatikan batasan-batasan syariah, dimulai dari
penggunaan akad, syarat syarat, rukun, peraturan undang-undang,
hingga audit, untuk menghindari faktor gharar. Teknologi

! Muzdalifa, 1., Rahma, I. A., & Novalia, B. G, ”Peran Fintech Dalam
Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada Umkm Di Indonesia”, Masharif Al-Syariah:
Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 3, no.1 (2018): 1-24.

2 Muhammad Afdi Nizar, Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan
Implementasinya di Indonesia”, Warta Fiskal. Edisi 5 (2017): 6.
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keuangan syariah (fintech) adalah bisnis berbasis teknologi yang
menawarkan berbagai layanan dan produk dengan skema syariah.
Selain itu, juga diterapkan dan diselenggarakan sesuai dengan
nilai-nilai islam sehingga akan bermanfaat dunia dan akhirat bagi
semua orang. Bagi para penggunanya, fintech syariah memang
membawa berbagai kemudahan, seperti mempermudah pencarian
barang serta kemudahan pada proses transaksinya.

Saat ini kehadiran fintech syariah membawa berbagai
kemudahan bagi penggunanya, seperti mempermudah mencari
barang dan juga kemudahan pada proses transaksinya. Financial
Technology Syariah muncul di Indonesia disebabkan segmentasi
konsumen dan membawa misi untuk menyelesaikan masalah
finansial masyarakat.> Meskipun demikian, tidak adanya peraturan
yang jelas menjadi penghalang misi tersebut terwujud. Disebabkan
fakta bahwa di Indonesia fintech terus mengalami ketidakjelasan
tentang peraturan yang membedakan antara fintech konvensional
dan fintech syariah.

Sebagai negara yang mayoritas dihuni muslim, di Indonesia
fintech syariah diyakini akan terus berkembang seiring dengan
berkembangnya gaya hidup halal yang kemudian menjadi
perhatian publik. Melihat hal ini, pemerintah pun ikut menaruh
perhatian yang lebih akan industri ekonomi halal dan industri
keuangan syariah.*

Penyelenggaraan fintech lending syariah berkiblat pada
Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang kini telah diperbarui
menjadi POJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam regulasi tahun 2016
tersebut sudah mengatur penyelenggaraan fintech konvensional,
tetapi tidak mengatur bagaimana penyelenggaraan fintech di
Indonesia dengan menggunakan sistem keuangan berbasis syariah.
Ketergantungan POJK yang terus berlanjut terhadap
penyelenggaraan fintech syariah sangat disayangkan karena lebih
condong ke sistem konvensional. Dikarenakan tidak mengatur
secara khusus aspek-aspek syariah, fintech syariah jadi harus

8 Kannya P, “Financial Technology In Indonesia: Disruptive Or
Collaborative?,” Journal Economics and Finance 4, no. 2 (2018): 89.

4 Adi Nur Rahman, “Fintech Lending Syariah: Eksistensi dan Urgensi
Pengaturannya di Indonesia”, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), 6.
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menggunakan pedoman tambahan dengan fatwa DSN-MUI, yang
nyatanya tidak selalu selaras dengan aturan yang dikeluarkan OJK.

Adapun POJK No 10 Tahun 2022 pembahasan terkait
bagaimana bentuk penerapan prinsip syariah itu sendiri tidak diatur
secara detail dan rigid didalamnya. Selain itu, system pembiayaan
dalam fintech syariah harus memenuhi aspek syariah yang mana
hal tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI.®

Di lain sisi, BI (Bank Indonesia) ikut menetapkan peraturan
yang berhubungan dengan aktivitas system pembayaran terkait
penyelenggaraan fintech. Ini sesuai dengan aturan Bank Indonesia
Nomor 19/12/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Namun beberapa aturan-aturan yang dikeluarkan BI maupun OJK
masih tidak jelas mengenai peraturan yang mengatur
penyelenggaraan fintech secara syariah.®

Ditetapkannya fatwa Nomor: 117/DSN-MUI/I1/2018 tentang
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan
Prinsip Syariah, merupakan suatu produk hukum yang telah sesuai
dengan penerapan islam sebagai pengawas terhadap perkembangan
fintech sekaligus bentuk dukungan supremasi hukum yang berlaku.
Hal ini menunjukakan bahwa hukum islam, memiliki peranan
penting dalam menjawab berbagai persoalan khususnya dalm
bidang muamalah terkait fintech terutama menyangkut kegiatan
operasional dalam fintech lending syariah. Fatwa dalam peraturan
perundang-undangan bersifat tidak mengikat karena bukan bagian
dari hirarki peraturan tersebut, namun dalam pelaksanaannya fatwa
ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fintech
syariah.

Karena praktik dan konsep dalam penyelenggaraan fintech
konvensional dan fintech syariah yang sangat berbeda, maka atas
dasar itulah perlu dilakukan penelitian mengenai regulasi yang
menjadi dasar hukum terhadap penyelenggara fintech lending
syariah di Indonesia. Penelitian ini sangat penting untuk

> Aam, S, R, “Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di
Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)”, Jurnal Al-Muzara’ah
6, no. 2 (2018): 118.

®Irfan Syahroni, “Kebutuhan Regulasi Fintech Syariah di Indonesia”,
https://heylaw.id/blog/kebutuhan-regulasi-fintech-syariah-di-indonesia (Diakses
tanggal 4 Juli 2023)
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mendorong lembaga yang berwenang supaya segera membuat
regulasi yang berkaitan dengan fintech lending syariah.

Munculnya problematika tersebut berarti kerangka hukum
fintech yang ada di Indonesia belumlah mumpuni untuk dijadikan
dasar hukum dalam operasional fintech syariah. Hal ini tidak
terlepas dari kedudukan hukum fintech yang belum terintegrasi
karena regulasi yang masih terpisah-pisah. Ketentuan dasar yang
seharusnya penting justru hanya diakomodir oleh peraturan yang
notabenya sifat hukum aturan tersebut kurang imperatif layaknya
ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang. Hal
ini menyebabkan tumbunya berbagai fintech ilegal karena tidak
adanya pengawasan dan pengamanan terhadap hal tersebut.
Padahal sesungguhnya suatu regulasi haruslah memiliki kepastian
hukum didalamnya sehingga regulasi tersebut dapat dijadikan
pedoman bertingkah laku oleh masyarakat, dalam hal ini
khususnya terkait dengan operasional bisnis fintech syariah di
Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam menganalisis apa saja
regulasi yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan fintech
lending syariah, apakah regulasi di Indonesia telah menjamin
kepastian hukum operasional fintech lending syariah Indonesia dan
bagaimana akibat hukum dalam hal belum adanya regulasi khusus
yang menyatakan penyelenggaraan fintech lending syariah di
Indonesia, maka dapat dirumuskan bagaimana “KEPASTIAN
HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN FINTECH
LENDING SYARIAH DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan akan latar belakang tersebut, akan
ada beberapa permasalahan yang dijadikaan subjek pembahasan
penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun pokok dari permasalah
yang akan dibahas peneliti sebagai berikut:

1. Apakah regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggara
fintech lending syariah di Indonesia?

2. Mengapa regulasi yang ada di Indonesia belum menjamin
kepastian hukum dalam operasional fintech lending syariah
di Indonesia?

" Heris Suhendar, Ayon Diniyanto, “Pengawasan dan Regulasi Terhadap
Financial Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah”,
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no.2 (2020): 130.
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3. Bagaimana akibat hukum dalam hal belum adanya regulasi

yang secara khusus mengatur penyelenggaraan fintech
lending syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan

pemaparan pada latar belakang dan rumusan masalah adalah

sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis berbagai regulasi yang menjadi dasar
hukum bagi penyelenggara fintech lending syariah di
Indonesia;

2. Untuk menganalisis jaminan kepastian hukum dalam
operasional fintech lending syariah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui akibat hukum dalam hal belum adanya

regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan fintech
lending syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan

banyak manfaat baik manfaaat secara teoritis maupun manfaat
secara praktis, Adapun kegunaanya yaitu :

1.

Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

dan khasanah keilmuan untuk kajian studi Hukum Ekonomi
Syariah, Khususnya dalam bidang Fintech Lending
Syariah.

. Diharapkan penelitian ini berkontribusi memberikan

keilmuan kepada ilmu hukum terutama tentang
perkembangan regulasi Fintech Lending Syariah.

2. Praktis

a. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan

sangat berarti untuk pemerintah khususnya mengenai
penerbitan regulasi mengenai Fintech Lending Syariah.

. Hasil penelitian diharapkan akan mampu menjadi masukan

bagi para praktisi, dosen ataupun para akademisi pada
bidang studi Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka Teoretik
Teori Kepastain Hukum

Teori ini mnjelaskan bahwa ada beberapa tujuan adanya
kepastian hukum, yang mana salah satu tujuannya adalah



adanya kepastian hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan.
Gustav Radbruch berpendapat bahwa idealnya suatu hukum
harus memenubhi tiga aspek krusial yang tidak dapat dihilangkan
yakni keadilan (justice), kepastian (certainty) dan kemanfaatan
(purpossiveness) yang kemudian dikenal dengan future legal
framework atau cita hukum (recht idee).®
Sedangkan Utrech membagi 2 (dua) pengertian dari
kepastian hukum, yang pertama, yaitu keberadaan suatu aturan
bersifat umum yang menjadikan individu tahu tentang
perbuatan-perbuatan seperti apa yang boleh dan tidak
dibolehkan. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbentuk
perlindungan hukum untuk individu dari penyelewengan
kekuasaan aparat pemerintah karena dengan peraturan bersifat
umum tersebut individu menjadi tahu apa yang dibolehkan
untuk dibebankan maupun dilakukan oleh negara terhadap
individu.®
2. Fintech Lending Syariah
Fintech dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai tekfin
(teknologi finansial). Dalam arti lain, Fintech diartikan sebagai
penerapan teknologi digital yang berkaitan dengan topik
finansial atau keuangan. Dilain sisi, fintech hadir sebagai
industri yang mana terdiri atas berbagai perusahaan yang
melakukan transaksi finansial dengan menggunakan teknologi
informasi.*°
Fintech atau tekfin merupakan pemanfaatan penggunaan
teknologi ke dalam sistem keuangan yang digunakan untuk
pembuatan produk, layanan, dan pembuatan baru model bisnis.
Ini juga mempengaruhi stabilitas moneter, system keuangan,
dan efesiensi system pembayaran. Perkembangan system
teknologi informasi sekarang terus menghasilkan berbagai
inovasi, terutama dalam bidang finansial teknologi guna
terpenuhinya kebutuhan dalam masyarakat banyak.

8 Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat
Hukum Dalam Pemikiran Imam Syatibi)”, MISYKAT AL-ANWAR Jurnal Kajian Islam
Dan Masyarakat 06, no. 2 (2023): 255.

® Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari [lmu Hukum”, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1999), 23.

0 Lilik Rahmawati dkk, “Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika
Penerapan Pada Umkm”, Jurnal Masharif Al-Syariah 5, no. 1 (2020): 84.
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Definisi fintech syariah tertuang dalam Fatwa Nomor
117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai
penyelenggara keuangan yang berdasarkan prinsip syariah
dengan mempertemukan atau menghubungkan pemberi dana
dengan penerima dana dalam rnagka melakukan akad
pembiayaan melalui system elektonik dengan memanfaatkan
penggunaan jaringan internet.!?

Dari pemaparan definisi diatas tersebut, dapat
disimpulkan fintech syariah adalah suatu inovasi yang
berkembang di industri keuangan dan investasi sejalan prinsip-
prinsip syariah yang berbasis penggunaan teknologi.

3. Regulasi Fintech Lending Syariah di Indonesia

Penyelenggaraan fintech lending syariah saai ini diatur
oleh Peraturan OJK Nomor. 10/POJK.05/2011 tentang
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
sebagai pengganti POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, dalam aturan
tersebut membahas fintech mulai dari pendaftaran, izin
permohonan penyelenggaraan, mekanisme pemantauan dan
pengawasan terhadap fintech, manajemen risiko, perlindungan
konsumen serta anti pencucian uang dan tindak pidana
pendanaan terorisme.

Namun keberadaan POJK Nomor. 77/POJK.01/2016 ini
lebih condong kearah fintech konvensional dari pada fintech
syariah, karena dalam peraturan umumnya membuat perbedaan
antara fintech konvensional dan fintech syariah tidak jelas,
meskipun substansi dan istilah yang digunakan sangat berbeda
karena aturan tersebut yang masih general, padahal dilihat dari
substansi dan istilah yang digunakan antara keduanya sangat
berbeda. Dalam penggunaan istilah bunga misalnya, pada
fintech syariah tidak menggunakan istilah bunga seperti yag
tercantum dalam POJK tersebut.

Kemudian fintech syariah saat ini juga diatur dalam
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI), Keputusan Nomor 117/DSN-MUI/I1/2018
tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
Berdasarkan Prinsip Syariah. Didalamnya dijelaskan bahwa

11 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.



fintech syariah adalah layanan keuangan dengan prinsip syariah
yang menghubungkan investor dengan pihak peminjam
menggunakan system elektronik dengan jaringan internet guna
melakukan akad.

Namun, merujuk pada hierarki peraturan yang tertuang
dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tidak termasuk kedalam
bagian regulasi yang berkekuatan hukum mengikat di Indonesia.
Namun, fatwa DSN-MUI tetap dianggap sebagai doktrin yang
sah dan tidak dapat dianggap sebagai norma hukum yang
mengikat, kecuali diubah menjadi hukum nasional melalui
proses legislative. Dari perspektif regulasi yang abstrak, fatwa
DSN-MUI baru dapat menjadi undang-undang yang mengikat
apabila diubah menjadi undang-undaang yang konkrit oleh
lembaga yang berwenang, seperti DPR menjadi peraturan
daerah atau undang-undang sehingga statusnya menjadi hukum
positif.

F. Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis sudah melakukan
kajian terhadap penelitian terkait pembahasan yang nyaris sama
dengan penelitian yang dilakukan penulis, namun tentunya terdapat
beberapa perbedaan, yakni:

Studi “Regulasi dan Pengawasan Fintech Syariah: Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah” oleh Muhammad Fachrurrazy
membahas menegenai regulasi pengawasan teknologi keuangan
OJK dalam rangkan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi (P2P Lending) menunjukkan bahwa layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi hanya dapat
dioperasikan setelah mendapat izin OJK.*? Yang menjadi pembeda
yaitu, penulis tidak membahas mengenai tipe pengawasan
operasional usaha oleh OJK seperti dalam penelitian terdahulu,
penulis akan mencoba menganalisis dasar hukum penyelenggaraan
fintech lending syariah di Indonesia, kepastian hukum
penyelenggaraan operasional fintech lending syariah, dan akibat
hukumnya belum adanya regulasi khusus terkait penyelenggaraan
fintech syariah di indonesia.

12 Muhammad Fachrurrazy, “Regulasi Dan Pengawasan Fintech Syariah:
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah™ AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga
Islam dan Kemanusiaan 2, no. 2 (2020): 173.
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Selanjutnya penelitian oleh Ahmad Abdul Gani dengan judul
“Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah
Kajian Literatur” membahas menganai perkembangan fintech
syariah dan regulasi yang tepat. Didalamnya dijelaskan bahwa
fintech syariah membantu perluasan kedalam akses layanan
keuangan, mendorong inklusi keuangan, dan kontribusi akan
pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Meski secara
signifikan terdapat tantangan dalam hukum, denagn ketepatan
regulasi perkembangan fintech akan dapat difasilitasi®® Penelitian
tersebut tentu berbeda dengan apa yang akan penulis bahas, penulis
tidak akan mengkaji dampak ekonomi, melainkan dampak hukum
apa saja yang akan terjadi jika regulasi yang saat ini dipakai fintech
lending syariah masih berpangku pada regulasi fintech
konvensional.

Penelitian yang berjudul “Regulasi Teknologi Finansial
(Fintech) Di Indonesia”, Baginda Persaulian membahas tentang
ruang lingkup operasional bisnis teknologi finansial (fintech).
Financial teknology berperan dalam sistem pembayaran,
penyelesaian, settlement, dan kliring; menurunkan risiko system
pembayaran tradisional; dan membantu masyarakat yang
membutuhkan untuk menabung, meminjam, dan berpartisipasi
dalam modal.'* Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan
sekarang yaitu pada penelitian persaulian ini lebih banyak
membahas menganai perkembangan terhadap perusahaan fintech
sedangkan pada penelitian sekarang akan difokuskan mengkaji
fintech lending syariah dan mengkaji aspek hukumnya, sedangkan
penelitian terdahulu tidak memjadikan fintech syariah sebagai
objek bahasannya.

Selanjutnya studi oleh Hari Sutra Disemadi berjudul
“Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech
Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen
di Indonesia” yang membahas bahwa saat ini, pinjaman fintech
online ilegal masih banyak terjadi di Indonesia karena belum
adanya peraturan khusus yang dapat menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan kegiatan fintech. OJK berperan sebagai otoritas

13 Ahmad Abdul Gani, “Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi
Hukum: Sebuah Kajian Literatur”, AKSY: Jurnal Illmu Akuntansi dan Bisnis Syariah
V, no. 1(2023): 159.

14 Baginda Persaulian, “Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di
Indonesia”, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 10, no. 2 (2021): 176.
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pengatur perantara kepada masyarakat dan menggunakan istilah
fintech (pinjaman online) resmi untuk penawaran pinjaman yang
sudah terdaftar dan berizin di OJK, namun untuk pinjaman online
yang tidak terdaftar maka akan dikategorikan sebagai fintech
pinjaman ilegal.'® Dalam penelitian ini, hal yang menjadi pembeda
dengan apa yang objek bahasan penulis. Penelitian sekarang
berfokus terkait fintech syariah sedangkan penelitian terdahulu
menjadikan pinjol sebagai objek bahasannya, penulis juga akan
membahas dari sisi regulasi atau kebijakan yang harus diambil
pemerintah di Indonesia terkait operasional fintech syariah.
Selain itu penelitian yang dilakukan Muhammad Dzulfaqori.
J, dengan judul penelitian ”Implementasi Regulasi Fintech Syariah
Di Indonesia”. Penelitain ini membahas mengenai pelaksanaan
regulasi terhadap bisnis fintech syariah berdasarkan POJK yang
merupakan suatu langkah penting untuk memastikan operasi
layanan fintech yang ada di Indonesia telah mematuhi prinsip-
prinsip syariah dan semua aturan-aturan yang memang berlaku
mengatur perihal itu.'® Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sekarang terletak pada penggunaan regulasi yang ada, penelitian
dahulu masih menggunakan regulasi lama yakni POJK No. 77
Tahun 2016, sedangkan penelitian terbaru sudah menggunakan
POJK No. 10 Tahun 2022 sebagai pembaharuan regulasi
sebelumnya guna menganalisis kepastian hukum dalam
penyelenggaraan fintech syariah.
G. Metode Penelitian
Metode penelitian hakekatnya merupakan sebuah metode

ilmiah dalam memperoleh hasil data untuk tujuan serta kegunaan
tertentu. Metode penelitian dalam penyusunan proposal penelitian
ini, yaitu:
1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian jenis

Yuridis Normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian

yang memfokuskan pada penelitian peraturan atau perundang-

undangan yang tertulis (law in books) atau penelitian yang

didasarkan pada kaidan atau norma yang berlaku dalam

15 Hari Sutra Disemadi, Regent, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif
Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen
di Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum 7, no. 2 (2021): 615.

16 Muhammad Dzulfaqori Jatnika, “Implementasi Regulasi Fintech Syariah
di Indonesia”, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 5 (2024): 165.
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masyarakat.!” Penelitian hukum yuridis normative dilakukan
guna menyajikan argument, teori dan konsep baru sebagai
solusi atas permasalahan yang dihadapi.'8

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan
undnag-undang (statue approach) dan menggunakan
pendekatan perbandingan. Pendekatan undang-undang (statue
approach) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang diteliti.!® Selain pendekatan undang-
penelitian ini juga menggunakan pendekata perbandingan.
Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi
perbandingan hukum?®, dalam hal ini yang akan
dibandingankan yaitu beberapa aturan atau regulasi terkait
dengan fintech lending syariah di Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum
Sumber data dalam penelitian ini yaitu adalah data sekunder.
Adapun data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer,
yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum
primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi yeng
didalamnya memuat ketentuan hukum.* Bahan hukum primer
yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini yaitu:

a. POJK NO.77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi yang telah diubah menjadi
Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang
didalamnya ternyata belum mengatur secara khusus terkait
system pendanaan berdasarkan prinsip syariah,

17 Muhammad Siddiq Armani, “Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian
Hukum”, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 8.
18 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2005),

35.

19 Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”, (Banten: UNPAM PRESS, 2018),
82.

20 Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”, (Banten: UNPAM PRESS, 2018),
85.

21 Muhammad Siddiq Armani, “Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian
Hukum”, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 12.
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b. PBI Nomor 19/12/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi
Finansial,

c. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Berdasarkan Prinsip Syariah (LPBBTI). Adanya fatwa
tersebut bertujuan agar fintech dijalankan sesuai dengan
prinsip dan tujuan syariah itu sendiri.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya
dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau yang
lainnya?? terkait fintech lending syariah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini
menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumen merupakan
teknik pengumpulan bahan yang utama, karena pembuktian
asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya disandarkan pada
norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran
hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-
putusan pengadilan, yang semuanya berbasis pada dokumen
tertulis.?

5. Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan Teknik Interpetasi dengan menggunakan teknik
analisis deskriptif deduktif. Interpretasi data merupakan suatu
tahapan guna mengaitkan hubungan antar variable penelitian
menggunakan hipotesis penelitian. Interpretasi data adalah
metode penafsiran data yang dilakukan untuk mencari hasil
dari sebuah proses penelitian.?*

Adapun metode deskriptif dilakukan dengan menjabarkan atau
mendeskripsikan norma-norma yang ada dalam regulasi-
regulasi yang mengatur tentang fintech lending syariah,
kemudian guna menarik kesimpulan dari data tersebut
dihunakanlah cara berpikir secara deduktif, merupakan cara

22 Muhammad Siddiq Armani, “Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian
Hukum”, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 12.

23 Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”, (Banten: UNPAM PRESS, 2018),
139-134.

24 Al Fajri Bahri dkk, “Evaluasi Program Pendidikan”, (Medan: UMSU

Press, 2022), 25.
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berpikir dengan mengamati segala sesuatu mulai dari hal-hal
yang bersifat umum sampai dengan hal-hal yang bersifat
khusus. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode ini
untuk mengamati kaidah umum terkait argumen yang penulis
kemukakan dalam skripsi ini, dan kemudian menarik
kesimpulan secara khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat narasi mengenai urutan
pembahasan yang tercantum dalam proposal penelitian. Berikut
adalah gambaran umum pembahasan yang dibahas dalam proposal
penelitian ini.

BAB 1 Pendahuluan, bab ini berisi pemaparan akan latar
belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, kemudian tujuan
dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, yang berisi tentang teori kepastian
hukum. Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari definisi teori
kepastian hukum, pendapat teori kepastian hukum menurut para
ahli hukum, dan konsep fintech lending syariah di Indonesia.

BAB III berisi tentang regulasi-regulasi yang mengatur
fintech lending syariah di Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan
ketentuan-ketentuan  fintech lending syariah yang ada pada
regulasi tersebut.

BAB 1V berisi Analisis dan Pembahasan, dalam bab ini akan
menjawab apa regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggara
fintech lending syariah di Indonesia dan menganalisis apakah
regulasi-regulasi tersebut kemudian telah cukup mencerminkan
kepastian hukum dalam operasional penyelenggaraan fintech
lending syariah di Indonesia serta menganalisis dari akibat belum
adanya peraturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan
fintech lending syariah di Indonesia.

BAB V Penutup adalah bab akhir berisi penjelasan mengenai
kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan
dengan menggunakan usulan peneliti kemudian diakhiri dengan
beberapa saran.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan terhadap latar belakang, rumusan masalah,

hingga pembahasan diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1.

Penyelenggaraan fintech lending syariah di indonesia didasarkan
pada beberapa regulasi. Adapun regulasi yang menjadi dasar, yaitu;
a) POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; b) POJK Nomor
10 Tahun2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi; ¢) SEOJK Nomor 18 tahun 2018 Tentang
Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
d) PBI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi
Finansial; dan d) Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan
Prinsip Syariah. Beberapa regulasi tersebut tidak terdapat aturan
yang secara khusus mengatur operasional fintech syariah.

Regulasi terkait fintech lending syariah berdasarkan analisa
penulis belum menjamin asas kepastian hukum dalam
penyelenggaraan fintech lending syariah di indonesia dikarenakan
beberapa regulasi yang telah ada tersebut yang ditujukan untuk
mengatur operasional fintech lending syariah belum ada satupun
regulasi yang secara khusus ditujukan untuk mengatur operasional
fintech lending syariah, sehingga belum ada secara khusus regulasi
yang mengatur operasional fintech lending syariah, maka kepastian
hukum penyelenggaraan fintech lending syariah di indonesia
belum dapat di pastikan.

3. Akibat hukum belum adanya regulasi yang secara khusus
mengatur penyelenggaraan fintech lending syariah di indonesia
jika dikaitkan dengan asas kepastian hukum, dimana suatu
regulasi/undang-undang/hukum itu harus mencerminkan asas
kepastian hukum, maka karena belum ada regulasi secara
khusus yang mengatur, dapat disimpulkan bahwa terjadi kondisi
ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan fintech lending
syariah. Akibat ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan
fintech lending syariah tersebut, maka berakibat pada
ketidakpastian pelaksanaan prinsip syariah yang mungkin tidak
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terpenuhi dalam operasional fintech syariah juga hal-hal yang
kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap nasabah
fintech syariah tersebut.

B. Saran

Sebagai teknologi keuangan yang tengah berkembang di
Indonesia hendaklah para pelaku ekonomi, pemerintah, serta semua
masyarakat memberikan perhatiannya terhadap penyelenggaraan
transaksi keuangan dalam penggunaan fintech lending syariah,
terutama dalam hal regulasinya. Oleh karena itu, pemerintah perlu
mengambil langkah-langkah yang lebih strategis tanpa mengabaikan
para pihak yang terlibat langsung. Langkah tersebut misalnya
mencakup peninjauan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan
langsung dengan fintech syariah, maupun pembentukan peraturan
operasional fintech lending syariah yang setara dengan undang-undang
sebagai penegakan hukum terkait munculnya fintech ilegal.
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